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PENDAHULUAN

Fenomena krusial yang terjadi dalam peradilan agama saat ini adalah
meningkatnya kompleksitas perkara yang tidak sepenuhnya dapat dijawab oleh hukum
positif, khususnya dalam bidang ekonomi syariah dan sengketa keluarga (Mappong,
2023). Hal ini menjadi penting karena perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi
melahirkan bentuk-bentuk transaksi serta konflik baru yang membutuhkan respons
hukum yang adaptif. Secara akademik, fenomenaini menantang konsep -konsep klasik
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hukum Islam untuk terus dikaji ulang agar tetap relevan, sementara secara praktis
berdampak langsung pada kualitas putusan dan kepercayaan masyarakat terhadap
lembaga peradilan. Bukti dari kondisi ini terlihat pada munculnya perkara seperti dana
talanganhaji, penggunaan fatwa dalam pertimbangan hukum, serta meningkatnya peran
mediasi dalam penyelesaian sengketa (SriRizki, 2024). Fenomena tersebut menunjukkan
adanya pergeseran paradigma dalam praktik peradilan agama. Dengan demikian, isu ini
menjadi krusial karena menyangkut kemampuan hukum dalam menjawab kebutuhan
masyarakat secara adil dan kontekstual.

Penelitian terdahulu telah cukup banyak membahasisu ijtihad hakim, peran fatwa,
serta mediasi dalam peradilan agama, namun umumnya masih dilakukan secara parsial
dan terpisah. Hal ini menjadi penting karena pendekatan yang terfragmentasi belum
mampu menjelaskan keterkaitan antarunsur secara utuh dalam praktik peradilan. Secara
akademik, kajian tentang ijtihad hakim lebih banyak berfokus pada analisis putusan,
sementara penelitian tentang fatwa menekankan aspeknormatif, dan studi mediasi lebih
melihat efektivitas proseduralnya (Muhammad lIkhlas Supardin, Jaih Mubarok, JM
Muslimin & Nasril, 2025). Bukti dari keterbatasan tersebut terlihat pada minimnya
penelitian yang mengintegrasikan ketiga aspek dalam satu kerangka analisis yang
komprehensif. Akibatnya, hubungan antara ijtihad, legitimasi keagamaan, dan
mekanisme penyelesaian sengketa belum tergambar secara menyeluruh. Dengan
demikian, kekurangan ini menjadidasar penting bagi penelitian ini untuk menghadirkan
pendekatan integratif yang mampu menjelaskan dinamika peradilan agama secara lebih
utuh dan mendalam (Muhammad lkhlas Supardin, Jaih Mubarok, JM Muslimin & Nasril,
2025).

Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan kajian terdahulu dengan
menghadirkan pendekatan integratif yang menghubungkan ijtihad hakim, penggunaan
fatwa, serta praktik tahkim dan mediasi dalam satu kerangka analisis yang utuh
(Kusumastuti et al,, 2022). Hal ini penting karena pemahaman yang komprehensif hanya
dapat dicapai dengan melihat keterkaitan antarunsur tersebut secara simultan, bukan
secara terpisah. Secara khusus, penelitian ini membahas bagaimana hakim melakukan
ijtihad dalam putusan, bagaimana fatwa digunakan sebagai dasar legitimasi normatif,
serta bagaimana mekanisme non-litigasi seperti mediasi dan tahkim berperan dalam
penyelesaian sengketa. Bukti dari pendekatan initerlihat pada analisis terhadap putusan
pengadilan, dokumen fatwa, serta praktik mediasi yang saling dihubungkan. Dengan
demikian, tujuan utama penelitian ini adalah menghasilkan pemahaman yang lebih
mendalam dan komprehensif mengenai dinamika peradilan agama yang adaptif dan
kontekstual (Syahputra & Anshori, 2024).

Argumen yang diajukan dalam penelitian iniadalah bahwa semakin kuat integrasi
antara ijtihad hakim, penggunaan fatwa sebagai legitimasi normatif, serta penerapan
tahkim dan mediasi, maka semakin tinggi pula kualitas penyelesaian sengketa di
peradilan agama yang bersifat adil dan kontekstual. Hal ini didasarkan pada asumsi
bahwa hukum tidak cukup hanya mengandalkan norma positif, tetapi memerlukan
dukungan nilai keagamaan dan pendekatan penyelesaian yang partisipatif (Muhammad
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Ikhlas Supardin,JaihMubarok, JM Muslimin & Nasril, 2025). Hubungan sebabakibat yang
diuji adalah keterkaitan antara variabel integrasi sumber hukum dan metode
penyelesaian sengketa dengan variabel kualitas putusan dan efektivitas penyelesaian
perkara. Bukti awal dari argumen ini terlihat pada praktik putusan yang menggabungkan
berbagai sumberhukum serta meningkatnya keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan
konflik. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan
integratif berpengaruh signifikan terhadap terciptanya keadilan substantif dalam
peradilanagama (Firdaus et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Unit analisis dalam penelitian ini berfokus pada institusi peradilan agama sebagai
ruang utama berlangsungnya praktik ijtihad hakim, penggunaan fatwa, serta penerapan
tahkim dan mediasi. Fokus ini dipilih karena institusi pengadilan merupakan tempat
terjadinya interaksi antara berbagai unsur hukum, baik formal maupun non-formal,
dalam proses penyelesaian sengketa. Di dalamnya, hakim sebagai aktorutama, dokumen
putusan sebagaiartefak hukum, serta proses mediasi sebagai peristiwa menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dari analisis. Bukti dari penetapan unitanalisisini terlihat pada
penggunaan data berupa putusan pengadilan, wawancara dengan hakim atau mediator,
serta dokumen fatwa yang digunakan dalam pertimbangan hukum. Pendekatan ini
memungkinkan penelitian menggali dinamika praktik hukum secara menyeluruh dalam
satu konteks kelembagaan. Dengan demikian, unit analisis ini menegaskan bahwa
peradilan agama merupakan pusat integrasi berbagai mekanisme hukum dalam
menjawab kebutuhan masyarakat.

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan orientasi studi
kasus yang mendalam terhadap praktik peradilan agama. Pendekatan ini dipilih karena
tujuan penelitian adalah memahami secara komprehensif proses ijtihad hakim,
penggunaan fatwa, serta penerapan tahkim dan mediasi dalam konteks nyata, bukan
untuk mengukur hubungan variabel secara statistik. Secara rinci, penelitian ini
mengandalkan analisisdokumen putusan pengadilan sebagai datautama, didukung oleh
wawancaradengan hakim atau mediator, serta kajian literatur dan fatwa yang relevan.
Pendekatan kualitatif memungkinkan penelitimenggali makna, pola, dan dinamika yang
terjadi dalam praktik hukum secara kontekstual. Bukti dari desain ini terlihat pada
penggunaan teknik analisis deskriptif-interpretatif yang menekankan pemahaman
mendalam terhadap fenomena. Dengan demikian, desain penelitian ini menegaskan
bahwa pendekatan kualitatif paling sesuai untuk mengungkap kompleksitas praktik
peradilan agama secara holistik.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari kombinasi data primer dan sekunder
yang saling melengkapiuntuk memberikan gambaran yang komprehensif. Data primer
diperoleh dari informan, yaitu hakim dan mediator di Pengadilan Agama, melalui
wawancarayang menggali praktik ijtihad, penggunaan fatwa, serta pelaksanaan mediasi
(Rahmad Setyawan, Doli Witro, Darti Busni, Muhammad Taufik, Kustiawan & Syahbani,
2024). Selain itu, datajuga berasal dari dokumen resmi berupa putusan pengadilan yang
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menjadi objek utama analisis (Nurmandi & Loilatu, 2020). Sementara itu, data sekunder
mencakup teks-teks hukum seperti peraturan perundang-undangan, fatwa, kitab fikih,
serta literaturilmiah yangrelevan dengantopik penelitian. Sumbertambahan juga dapat
berupa data visual seperti dokumen hasil scanning putusan atau laporan mediasi yang
mendukung keabsahan data. Bukti dari keragaman sumber ini menunjukkan bahwa
penelitian memanfaatkan berbagai jenis informasi untuk memperkuat analisis. Dengan
demikian, penggunaan sumber data yang beragam memungkinkan diperolehnya
pemahaman yang lebih mendalam dan valid.

Teknikpengumpulandata dalam penelitianini dilakukan melalui beberapa tahapan
proses yang saling melengkapi untuk memperoleh informasi yang mendalam dan valid.
Proses pertama adalah observasi terhadap dokumen putusan pengadilan dan praktik
mediasi guna memahami secara langsung alur penyelesaian sengketa. Selanjutnya,
wawancara dilakukan dengan hakim dan mediator menggunakan pedoman wawancara
semi-terstruktur agar data yang diperoleh tetap terarah namun fleksibel. Selain itu,
peneliti juga menggunakan studi dokumentasi dengan mengumpulkan teks fatwa,
peraturan, serta literatur terkait sebagaibahan analisis. Dalam beberapa kondisi, diskusi
terbatas seperti dialog atau forum kecil juga dapat dilakukan untuk memperkaya
perspektif.Bukti dari penerapan teknikiniterlihat pada beragamnya data yang diperoleh
dari berbagai sumber. Dengan demikian, kombinasi teknik pengumpulan data ini
memungkinkan penelitian menghasilkan informasi yang komprehensif dan mendalam.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis
untuk menghasilkan pemahaman yangmendalam terhadap fenomena yangdikaji. Tahap
pertama adalah reduksi data, yaitu memilah dan menyederhanakan datayang diperoleh
dari putusan pengadilan, wawancara, dan dokumen terkait agar fokus pada isu
penelitian. Tahap kedua adalah penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif dan
matriks untuk memudahkan identifikasi pola dan hubungan antarvariabel. Selanjutnya,
dilakukan penarikan kesimpulan melalui proses interpretasi yang menghubungkan
temuan dengan kerangka teori dan kontekssosial. Teknikanalisisyang digunakanadalah
analisis kualitatif deskriptif-interpretatif dengan pendekatan tematik untuk menemukan
kecenderungan dalam praktik ijtihad, penggunaan fatwa, serta mediasi. Bukti dari proses
ini terlihat pada kemampuan penelitian dalam mengungkap pola yang konsisten dari
berbagai sumber data. Dengan demikian, tahapan dan teknik analisis ini memungkinkan
diperolehnya hasil yang komprehensif dan bermakna.

HASIL TEMUAN DAN DISKUSI
Hasil Temuan

Kajian terbaru mengungkap adanya kecenderungan tematik, yakni semakin
kuatnya peran ijtihad hakim dalam memutus sengketa ekonomi syariah di lingkungan
Peradilan Agama. Hal ini muncul karena praktik keuangan syariah di lapangan
berkembang sangat pesat dan sering kali melampaui kecepatan penyusunan aturan
formal yang mengaturnya. Kondisi tersebut mendorong para hakim untuk melakukan
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penemuan hukum (rechtsvinding) secara kontekstual guna menjawab persoalan yang
muncul (Muhammad Ikhlas Supardin, Jaih Mubarok, J]M Muslimin & Nasril, 2025).

Dalam praktiknya, hakim tidak hanya berfungsi sebagai penyambung bunyi
undang-undang. Mereka dituntut untuk berperan sebagai penafsir aktif dengan
menggalinilai-nilai hukum Islam yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat
Tuntutan ini semakin menguat seiring dengan menjamurnya produk dan akad baru di
industri syariah, misalnya fintech, crowdfunding, serta sukuk ritel, yang belum diatur
secara tegas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) maupun peraturan
perundang-undangan tentang perbankan syariah (Syahputra & Anshori, 2024). Sebagai
dampaknya, para hakim di lingkungan Peradilan Agama sering kali menghadapi situasi
hukum yang kosong atau tidak jelas, sehingga hal tersebut memacu mereka untuk
membangun dan merumuskan hukum secara progresif (Azmiet al,, 2024).

ljtihad yang dilakukan para hakim saat ini tidak lagi sekadar terbatas pada metode
giyas (analogi) atau istihsan, melainkan juga mulai menerapkan pendekatan magasid al-
syari‘ah (tujuan-tujuan syariat) sebagai kerangka utama dalam memahami keadilan yang
bersifat transaksional. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim -hakim yang
lebih muda dan telah mengikuti pelatihan sertifikasi ekonomi syariah cenderung lebih
beranidalam memadukanhukumpositif dengan fikihmuamalahklasik (Aliasetal., 2024).

Kendati demikian, penguatan peran ijtihad ini tetap tidak luput dari tantangan. Di
satu sisi, pendekatan ini menawarkan fleksibilitas serta keadilan yang bersifat substantif.
Akan tetapi, di sisi lain, timbul kekhawatiran akan adanya disparitas putusan antar
pengadilan, sebab pemahaman keagamaan dan metodologi yang dikuasai oleh masing-
masing hakim sering kali tidak seragamSebagai saran, kajian terbaru ini
menggarisbawahi pentingnya penguatan sistem basis data putusanyang bersumberdari
ijtihad, penyusunan pedoman ijtihad secara kolektif melalui forum majelis hakim, serta
pelaksanaan pengawasan secara bertahap oleh Mahkamah Agung. Langkah -langkah
strategis ini diperlukan agar proses inovasi hukum dapat berjalan tetap dalam bingkai
kepastian hukum, sekaligus mewujudkan kesatuan yurisprudensi dalam ekonomi syariah
di tingkat nasional (A. Hasan, 2023).

Salah satu bukti konkret penguatan ijtihad hakim dalam sengketa ekonomi syariah
terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL yang
mengadili perkara danatalangan haji. Dalam putusan ini,hakim tidak sekadar berpegang
pada hukum positif yang berlaku. Sebaliknya, ia memadukan prinsip-prinsip fikih
muamalah, sepertilaranganriba, gharar,dan kecurangan (tadlis), serta menjadikan unsur
kemaslahatan (maslahah mursalah) sebagai pertimbangan pokok. Pendekatan ini
mencerminkan bahwa hakim tidak lagi menafsirkan teks hukum secara harfiah,
melainkan berusaha menangkap esensi keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai yang
berkembang di Masyarakat (Hidayah & Azis, 2023).

Putusan ini menandai terjadinya perubahan paradigma yang sangat mendasar,
yakni beralih dari pendekatan legalistik yang kaku menuju penafsiran yang lebih
substantif, luwes, dan sesuai dengan konteks (Pérez-lasserre, 2025). Dalam pendekatan
tradisional, hakim cenderung bersikap formalistis, yaitu hanya memeriksa apakah suatu
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akad telah memenuhi rukun dan syarat formil berdasarkan fatwa DSN-MUI atau
peraturan perundang-undangan, tanpa mengkaji lebih dalam apakah akad tersebut
benar-benar mewujudkan keadilan dalam praktiknya. Namun, dalam putusan ini, hakim
menunjukkan keberanian intelektual untuk tidak lagi terikat pada teks semata, serta
memasuki ranah penilaian moral-transaksional. Perubahan ini penting karena
menegaskan bahwa hukum tidak semata-mata berkaitan dengan kepatuhan terhadap
aturan tertulis, melainkan juga tentang menghadirkan kemaslahatan nyata bagi para
pihak yang berperkara (Maulana, Muhammad Al-fayyad, 2023).

Dalam praktik talangan haji di lapangan, meskipun akad tersebut secara formal
telah mendapatkan izin melalui fatwa DSN-MUI, hakim menyadari bahwa
pelaksanaannya sering kali menimbulkan celah eksploitasi terhadap calon jemaah haji
yang tidak memahami secara mendetail seluk-beluk akad yang mereka tanda tangani.
Meskipun fatwa DSN-MUI secara tegas membolehkan praktik talangan haji melalui
skema gard (pinjaman)dani‘anah (bantuan), kenyataandilapangan menunjukkan bahwa
banyak lembaga keuangan menerapkan mekanisme yang tidak transparan. Misalnya,
mengenakan biaya administrasi yang sangat tinggi, memberlakukan denda
keterlambatan yang memberatkan, serta menyusun akad yang tidak dijelaskan secara
jujur kepada nasabah. Kelompok yang paling rentan terhadap praktik eksploitasi ini
adalah para calonjemaah hajiyang umumnya sudah lanjut usia, berpendidikan terbatas,
dan memilikidorongankuatuntuksegera berangkathaji. Dalam kondisi demikian, hakim
membaca realitassosial ini secara cermatdan tidak bersikap terperangkap pada legalitas
semu yang hanya menguntungkan lembaga keuangan (Arif & Saidi, 2018).

Atas dasar itu, hakim berani mengambil langkah melampaui sekadar kepatuhan
terhadap legalitas formal, serta memasukkan pertimbangan etis-transaksional yang
berpijak pada maqasid al-syari'ah, khususnya perlindungan terhadap harta (hifz al-mal)
serta perlindungan terhadap keturunan dan kehormatan (hifz al-nasl wa al-'ird). Dalam
konteks ini, perlindungan harta dimaknai bahwa akad talangan tidak boleh dijadikan
instrumen untuk mengalihkan kekayaan secara tidak adil dari nasabah yang lemah
kepada lembaga keuangan yang kuat (Ayumiati, Heru Fahlevi, Muhammad Yasir Yusuf,
2024). Sementara itu, perlindungan terhadap keturunan dan kehormatan mengandung
makna bahwa para jemaah haji yang merupakan orang tua yang hendak menunaikan
rukun Islam kelima tidak boleh martabatnya direndahkan dengan diperlakukan sekadar
sebagai objek bisnis yang semata-mata dikejar keuntungan. Dengan menggunakan
magqasid sebagai pisau analisis, hakim pada hakikatnya sedang melakukan ijtihad pada
tingkat yang tinggi: ia menilai bahwa suatu akad yang secara formal dianggap sah dapat
menjadi batal atau cacat kehendak apabila dalam pelaksanaannya melanggar tujuan-
tujuan syariat. Hal ini merupakan lompatan progresif dalam metodologi hukum Islam di
lingkungan peradilan (Nizar, 2020).

Dengan demikian, putusan ini tidak sekadar menyelesaikan perkara secara
individual, tetapi juga menjadi pelajaran penting bagi industri keuangan syariah agar
lebih cermat dalam merancang produk yang berkeadilan substantif. Putusan ini
mengirimkan sinyal yang jelas bahwa Pengadilan Agama tidak akan berperan sekadar
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sebagai "tukang stempel" bagi produk-produk yang secara formal telah memiliki fatwa,
namun dalam praktiknya masih mengandung unsur ketidakadilan (Hidayah et al., 2023).
Industri keuangan syariah baik bank syariah, koperasi syariah, maupun fintech syanah
perlu melakukanevaluasi menyeluruh terhadap produk talangan haji serta produk sejenis
seperti talangan umrah, talangan pendidikan, atau talangan pernikahan. Mereka tidak
cukup hanya mengandalkan fatwa DSN-MUI, tetapi juga harus memastikan bahwa akad-
akad tersebut benar-benar berjalan secara transparan, tidak membebani nasabah, serta
tidak mengeksploitasi keterbatasan pemahaman konsumen. Lebih dari itu, putusan ini
menjadi preseden penting bagi para hakim di seluruh Indonesia untuk berani
menggunakan pendekatan maqasid al-syari‘ah sebagai kerangka utama dalam menilai
sengketa ekonomisyariah (Qonita, 2018). Dengandemikian, hukumyang lahirdari ruang
persidanganbenar-benardapatmenjadi hukumyang hidup (living law) yang melindungi
pihak yang lemah serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lebih lanjut, berbagai kajian mutakhir termasuk yang menyoroti putusan PA Blitar
ini menegaskan bahwa hakim saat ini berperan sebagai aktor kreatif dalam membangun
hukum ekonomi syariah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hakim tidak
lagi dipandang sekadarsebagaicorong undang-undang ataurobothukum (robo-judge),
melainkan sebagaipembaharu hukum (legal reformer) yang berada di garisdepan dalam
menjembatani kesenjangan antara aturan formal yang lambat berubah dengandinamika
sosial-ekonomiyang bergerak cepat. Dalam konteks ini, keberanian berijtihad menjadi
kunci agar hukum ekonomi syariah tetap relevan menghadapi inovasi keuangan digital,
fintech syariah, dan berbagai produk investasi berbasis syariah yang terus bermunculan.

Namun demikian, menguatnya peran ijtihad hakim juga menyimpan tantangan. Di
satu sisi, ia membuka ruang bagi keadilan substantif dan fleksibilitas hukum. Di sisi lain,
ia berpotensi menimbulkan disparitas putusan antar pengadilan, terutama jika
pemahaman fikih dan metode ijtihad setiap hakim tidak seragam. Oleh sebab ity,
putusan seperti Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL hendaknya tidak hanya dipandang
sebagai preseden individual, tetapi harus dijadikan bahan untuk membangun
yurisprudensi tetap dan pedoman ijtihad kolektif di bawah koordinasi Mahkamah Agung.
Dengan langkahini, kreativitashakim dapat tetap terarah, akuntabel, dan sejalandengan
upaya menciptakan sistem hukum ekonomi syariah nasional yang koheren, dapat
diprediksi, serta berkeadilan sosial (Muhammad lIkhlas Supardin, Jaih Mubarok, M
Muslimin & Nasril, 2025).

Kecenderungan lain terlihat pada fokus penelitian yang menempatkan fatwa
sebagai sumber legitimasi dalam proses ijtihad hakim. Hal ini bermula dari kebutuhan
akan landasan normatif yang memiliki otoritas keagamaan sekaligus relevansi praktis
dalam penyelesaian perkara. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sering dijadikan acuan
dalam pertimbangan hukum, khususnya pada perkara ekonomi syariah dan kewarisan.
Bukti empiris menunjukkan bahwa hakim mengutip dan menyesuaikan fatwa dalam
argumentasi putusan guna memperkuat dasar syariahnya. Secara konseptual, hal ini
mencerminkan integrasi antara otoritasulamadan institusi peradilan dalam membangun
konstruksi hukum. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian dalam
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tema ini mengarah pada penguatan sinergi antara norma keagamaan dan praktik
peradilan (Syahputra & Anshori, 2024).

Selain itu, penelitian terbaru juga menunjukkan kecenderungan terhadap
pendekatan penyelesaian sengketa non-litigasi melalui tahkim dan mediasi dalam
perkara keluarga Islam. Hal ini didorong oleh kebutuhan akan mekanisme penyelesaian
yang lebih manusiawi, efisien, serta sejalan dengan nilai-nilai perdamaian dalam ajaran
Islam. Bukti dari kecenderungan ini terlihat pada penerapan mediasi di Pengadilan
Agama serta peran lembaga seperti Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian
Perkawinan (BP4) dalam memfasilitasi penyelesaian konflik keluarga. Pendekatan yang
digunakan cenderung bersifat partisipatif dengan menempatkan para pihak sebagai
subjek utama dalam mencapai kesepakatan. Dengan demikian, penelitian dalam bidang
ini menegaskan pentingnya transformasi paradigma dari pendekatan adjudikatif menuju
resolusi konflik yang kolaboratif (Muhammad et al., 2023).

Secara metodologis, ketiga tema tersebut menunjukkan kecenderungan
penggunaan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus yang mendalam. Hal ini
disebabkan oleh kompleksitas fenomena ijtihad hakim, pemanfaatan fatwa, serta praktik
tahkim dan mediasi yang memerlukan pemahaman kontekstual. Bukti dari pendekatan
ini terlihat pada analisis putusan pengadilan, telaah dokumen fatwa, serta wawancara
dengan hakim dan mediator sebagai sumber data utama. Pendekatan konseptual yang
digunakan juga bersifat interdisipliner, memadukan hukum Islam, hukum positif, dan
teori penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kecenderungan
metode penelitian lebih menekankan eksplorasi mendalam terhadap praktik hukum
daripada generalisasi, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan
kontekstual (Syahputra & Anshori, 2024).

ljtihad Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama: Studi Kasus Penyelesaian
Sengketa Dana Talangan Haji di Blitar

Fenomena ijtihad hakim dalam putusan Pengadilan Agama dapat ditelusuri secara
nyata melalui penyelesaian sengketadana talanganhajidiBlitar.Dalam perkara tersebut,
hakim dihadapkan pada persoalan hukum ekonomi syariah yang tidak seluruhnya diatur
secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menuntut adanya
penafsiran yang lebih mendalam. Munculnya praktik ini berkaitan dengan kompleksitas
transaksi keuangan syariah modern yang terus berkembang, sementara norma hukum
positif sering kali bersifatterbatas (Syahputra & Anshori, 2024).Hal ini dibuktikan melalui
Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL, di mana hakim
memadukan ketentuan hukum positif dengan prinsip-prinsip fikih muamalah, seperti
keadilan, kehati-hatian, dan kemaslahatan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa
hakim tidak sekadar berperan sebagai pelaksana hukum, tetapi juga sebagai penafsir
yang aktif. Dengan demikian, praktik ijtihad hakim dalam kasus ini menjadi bukti konkret
adanya dinamika dalam proses penemuan hukum di lingkungan Peradilan Agama
(Syahputra & Anshori, 2024).
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Data yang diperoleh dalam kajian ini bersumber dari tiga bentuk utama, yaitu apa
yang dilihat, didengar, dan dibaca dalam konteks praktik peradilan agama. Adapun yang
dimaksud dengan "apa yang dilihat" mencakup dokumen resmi berupa Putusan
Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL, khususnya pada bagian
pertimbangan hukum yang memperlihatkan pola ijtihad hakim dalam menafsirkan
sengketa dana talangan haji (Muhammad Ikhlas Supardin, Jaih Mubarok, J]M Muslimin &
Nasril, 2025). Adapun "apa yang didengar" berasal dari keterangan atau wawancara
dengan hakim maupun praktisi hukum yang menjelaskan alasan di balik penggunaan
prinsip-prinsip fikihmuamalahdalamputusan tersebut. Sementaraitu, "apayang dibaca"
meliputiliteraturhukum Islam, peraturan perundang-undangan, serta fatwa-fatwaterkait
ekonomi syariah yang dijadikan referensi dalam proses analisis. Ketiga jenis data ini
saling melengkapi untuk memberikan gambaran utuh mengenai praktik ijtihad hakim di
lingkungan peradilan agama (Syahputra & Anshori, 2024).

Visualisasi data dilakukan untuk memperkuat pemahaman terhadap temuan yang
diperoleh. Kutipan wawancara dapat disajikan dalam bentuk narasi langsung yang
menampilkan pandangan hakim mengenai pertimbangan hukum yang diambil. Selain
itu, tabel atau matriks dapat digunakan untuk membandingkan antara dasar hukum
positif, prinsip fikih, dan hasil putusan, sehingga terlihat hubungan antarvariabel secara
sistematis (Muhammad Abdul Aziz & Sasongkojati, 2022). Grafik dapat dimanfaatkan
untuk menunjukkan kecenderungan penggunaan sumber hukum dalam beberapa
putusan yang serupa. Di sisi lain, dokumen seperti screenshot atau hasil pemindaian
(scanning) putusan menjadi bukti autentik yang memperlihatkan redaksi pertimbangan
hakim. Visualisasi ini berfungsi tidak hanya sebagai pelengkap data, tetapi juga sebagai
alatanalisisyang membantu mengungkap pola dankecenderungan dalam praktikijtihad
di Pengadilan Agama (M. Hasan, 2023).

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai gambaran utuh
mengenai praktik ijtihad hakim melaluisumberyang dilihat, didengar, dan dibaca. Hal
ini penting karena penyajian ulang data membantu pembaca memahami konteks tanpa
harus menelusuri seluruh sumber asli yang kompleks. Informasi yang "dilihat" berasal
dari dokumen putusan yang memuat pertimbangan hukum hakim; informasi yang
"didengar" diperoleh dari penjelasan lisan melalui wawancara dengan pihak terkait,
sementara informasiyang "dibaca" berasal dari literatur hukum serta fatwa yang relevan
(Bahrudin et al., 2020). Bukti dari keseluruhan data tersebut menunjukkan adanya
keterkaitan antara norma hukum positif dan prinsip hukum Islam dalam proses
pengambilan keputusan. Dengan demikian, penyajian ulang data ini menegaskan bahwa
praktik ijtihad hakim tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil integrasi dan
berbagai sumber informasi yang saling mendukung (Sarah et al., 2024).

Data yang dianalisis menunjukkan adanya beberapa pola utama dalam praktik
ijtihad hakim di Pengadilan Agama. Pola pertama adalah kecenderungan untuk
menggabungkan antara hukum positif dan prinsip-prinsip fikih muamalah dalam
pertimbangan putusan. Hal ini terjadi karena keterbatasan regulasi tertulis dalam
menjawab persoalan ekonomi syariah kontemporer (Firdaus et al., 2024). Pola kedua
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adalah meningkatnya peran referensi keagamaan, seperti fatwa dan literatur hukum
Islam, sebagai sumber legitimasi tambahan. Pola ketiga terlihat pada pendekatan
kontekstual hakim yang mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan keadilan
substantif. Bukti dari pola-polatersebutdapatdilihat dalamisi putusan, hasil wawancara,
serta kajian dokumen yang menunjukkan konsistensi penggunaan berbagai sumber
hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik ijtihad hakim cenderung
bersifat integratif, adaptif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah secara substantif
(Muhammad Ikhlas Supardin, Jaih Mubarok, JIM Muslimin & Nasril, 2025).

Peran Fatwa MUI sebagai Dasar ljtihad dalam Pertimbangan Hukum Pengadilan
Agama Indonesia

Peran fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pertimbangan hukum di
Pengadilan Agama menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara otoritas
keagamaan dan praktik peradilan. Dalam berbagai perkara, terutama di bidang ekonomi
syariah dan kewarisan, hakim tidak hanya berpedoman pada peraturan perundang-
undangan, tetapi juga merujuk pada fatwa sebagai landasan normatif yang memperkuat
argumentasi hukum (Yahya & Susilo, 2024). Hal ini terjadi karena fatwa dipandang
memiliki legitimasi keilmuan dalam menjelaskan hukum Islam terhadap persoalan yang
belum diatur secara rinci dalam hukum positif. Bukti konkret dapat ditemukan dalam
sejumlah putusan Pengadilan Agama yang secara eksplisit mengutip fatwa sebagai
bagian dari pertimbangan hukum, baik sebagai rujukan utama maupun pendukung
(Mustafa, 2024). Praktikini menunjukkan bahwafatwa berfungsi sebagaijembatan antara
nilai-nilai syariah dan sistem hukum nasional. Dengan demikian, penggunaan fatwa
dalam putusan hakim mencerminkan adanya integrasi antara sumber hukum formal dan
otoritas keagamaan dalam proses penemuan hukum (Jalil & Yani, 2021).

Data dalam kajian ini bersumber dari tiga bentuk utama, yaitu apa yang dilihat,
didengar, dan dibaca dalam konteks penggunaan fatwa sebagai dasar pertimbangan
hukum di Pengadilan Agama. Apa yang dilihat berupa dokumen putusan pengadilan
yang secara eksplisitmencantumkan fatwa sebagai rujukan dalam pertimbangan hukum.
Apayangdidengarberasal dari hasil wawancara dengan hakim atau praktisi hukum yang
menjelaskan alasan penggunaan fatwa dalam memperkuat dasar ijtihad. Sementara itu,
apa yang dibaca mencakup teks fatwa Majelis Ulama Indonesia, literatur hukum Islam,
serta peraturan terkait yang menjadi kerangka analisis. Ketiga sumber ini saling
melengkapi dalam memberikangambarankomprehensif mengenai praktik tersebut (Jalil
& Yani, 2021).

Visualisasi data digunakan untuk memperjelas temuan yang diperoleh dan
berbagai sumber tersebut. Kutipan wawancara dapat disajikan secara langsung untuk
menunjukkan pandangan hakim mengenai posisi fatwa dalam putusan (Al-astewani,
2019). Tabel atau matriksdapat digunakan untuk membandingkan antara isi fatwa, dasar
hukum positif, dan pertimbangan hakim dalam putusan. Grafik dapat membantu
menunjukkan frekuensi penggunaanfatwa dalam beberapa perkara.Selainitu, dokumen
seperti screenshot atau hasil scanning putusan dan teks fatwa berfungsi sebagai bukti
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autentik yang memperkuat analisis. Visualisasi ini membantu pembaca memahami pola
hubungan antara fatwa dan praktik peradilan secara lebih sistematis.

Data mengenai peran fatwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Agama dapat
dipahamisebagai rangkaian informasi yang berasal dari pengamatan, pendengaran, dan
pembacaan berbagai sumber terkait. Penyajian ulang ini penting agar pembaca lebih
mudah menangkap hubungan antara fatwa dan praktik ijtihad hakim tanpa harus
menelusuri seluruh datamentah. Informasi yang dilihat berupa putusan pengadilan yang
mencantumkan fatwa sebagai rujukan, sementara yang didengar berasal dari wawancara
dengan hakim atau praktisi hukum mengenaialasan penggunaannya, dan yang dibaca
meliputi teks fatwa serta literatur hukum Islam yang relevan. Bukti dari ketiga sumber
tersebutmenunjukkanbahwa fatwa tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapijuga
sebagai penguat argumentasi hukum. Dengan demikian, penyajian ulang data ini
menegaskan bahwa fatwa memiliki posisi penting dalam mendukung proses penemuan
hukum di Pengadilan Agama (Muhammad lkhlas Supardin, Jaih Mubarok, J]M Muslimin
& Nasril, 2025).

Data yang dianalisis menunjukkan beberapa pola utama dalam penggunaan fatwa
sebagai dasar pertimbangan hukum di Pengadilan Agama. Pola pertama adalah
kecenderungan menjadikan fatwa sebagai sumber legitimasi normatif untuk
memperkuat putusan hakim. Hal ini terjadi karena fatwa dipandang memiliki otoritas
keagamaan yang mampu menjembatani kekosongan atau keterbatasan hukum positif
(Syahputra & Anshori, 2024). Pola kedua adalah integrasi antara fatwa dan peraturan
perundang-undangan dalam satu kerangka pertimbangan hukum yang saling
melengkapi. Pola ketiga terlihat pada selektivitas hakim dalam memilih fatwa yang
relevan dengan konteks perkara yang dihadapi. Bukti dari pola-pola tersebut dapat
ditemukan dalam putusan pengadilan, hasil wawancara, serta kajian dokumen fatwa yang
menunjukkan konsistensi penggunaannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
penggunaan fatwa dalam praktik peradilan agama bersifat strategis, kontekstual, dan
mendukung terbentuknya argumentasi hukum yang lebih komprehensif (Syahputra &
Anshori, 2024).

Tahkim dan Mediasi Keluarga Islam: Studi Kasus Penerapannya dalam Reformasi
Peradilan Agama Indonesia

Penerapan tahkim dan mediasi dalam penyelesaian sengketa keluarga Islam di
Pengadilan Agama menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam cara penyelesaian
perkara yang lebih menekankan pendekatan damai. Praktik ini muncul sebagai respons
terhadap tingginya konflikkeluarga yang tidak selalu efektif diselesaikan melalui putusan
litigasi (Harahap, 2023). Dalam berbagai kasus, mediasi menjaditahap awal yang wajib
ditempuh sebelum perkara dilanjutkan ke proses persidangan, sementara tahkim
digunakan sebagai alternatif berbasis prinsip syariah dengan melibatkan pihak ketiga
yang dipercaya. Bukti konkret dapat dilihat dari penerapan prosedur mediasi di
pengadilan serta peran lembaga pendukungyang memfasilitasi perdamaian antara para
pihak. Selain itu, keberhasilan sejumlah perkarayang diselesaikan melalui ke sepakatan
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damai menunjukkan efektivitas pendekatan ini. Dengan demikian, praktik tahkim dan
mediasi mencerminkan adanya transformasi dalam sistem peradilan agama yang lebih
mengedepankan penyelesaian konflik secara kolaboratif dan berorientasi pada
keharmonisan (Indrawati & Amelia, 2023).

Data dalam kajian ini diperoleh dari tiga sumber utama, yaitu apa yang dilihat,
didengar, dan dibaca dalam praktik tahkim dan mediasi di Pengadilan Agama. Apa yang
dilihat berupa pelaksanaan langsung proses mediasi di pengadilan, termasuk tahapan
perundingan serta keterlibatan mediator dalam membantu para pihak mencapai
kesepakatan. Apa yang didengar berasal dari wawancara dengan hakim, mediator, atau
pihak berperkara mengenai pengalaman mereka dalam proses penyelesaian sengketa
secara damai. Sementara itu, apa yang dibaca mencakup peraturan tentang mediasi
peradilan, literaturhukumIslam terkait tahkim, serta dokumen laporan hasil mediasi atau
putusan yang mencatat keberhasilan maupun kegagalannya. Ketiga sumber ini
memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik penyelesaian sengketa non-
litigasi.

Visualisasi data digunakanuntuk memperjelasdan memperkuat temuan penelitian.
Kutipan wawancara dapat disajikan secara langsung untuk menggambarkan pandangan
para pihak terkait efektivitas mediasi. Tabel atau matriks dapat digunakan untuk
membandingkan jumlah perkara yang berhasil dan gagal dimediasi, serta faktor-faktor
yang memengaruhinya. Grafik dapat menunjukkan tren keberhasilan mediasi dalam
periode tertentu. Selain itu, dokumentasi seperti foto ruang mediasi, screenshot laporan
hasil mediasi, atau scanning dokumen kesepakatan damai menjadi bukti autentik yang
mendukung analisis. Visualisasi ini membantu pembaca memahami pola penerapan
tahkim dan mediasi secara lebih sistematis dan konkret (Bukido et al., 2024).

Data mengenai praktik tahkim dan mediasi di Pengadilan Agama dapat dipahami
sebagairangkaianinformasi yang menggambarkan proses penyelesaian sengketa secara
damai melalui berbagai sumber. Penyajian ulang ini penting agar pembaca lebih mudah
memahami alur dan makna data tanpa harus melihat keseluruhan proses secara
langsung.Informasi yang dilihatmencakup pelaksanaan mediasi dan interaksi para pihak
di ruang perundingan, sedangkan yang didengar berasal dari wawancara dengan hakim,
mediator, dan pihak berperkara mengenai pengalaman mereka. Sementara itu, yang
dibaca meliputi peraturan mediasi, literatur tahkim, serta dokumen hasil kesepakatan
atau laporan mediasi. Bukti dari ketiga sumber tersebut menunjukkan adanya
keterpaduan antara prosedur formal dan pendekatan persuasif dalam penyelesaian
sengketa. Dengan demikian, penyajian ulang data ini menegaskan bahwa tahkim dan
mediasi merupakan mekanisme yang terstruktur sekaligus fleksibel dalam praktik
peradilanagama (Bukido et al,, 2024).

Data yang dianalisis menunjukkan beberapa pola utama dalam praktik tahkim dan
mediasi di Pengadilan Agama. Pola pertama adalah kecenderungan meningkatnya
penggunaan mediasi sebagai tahap awal penyelesaian sengketa sebelum proses litigasi
dilanjutkan. Hal ini terjadi karena mediasi dinilai lebih efisien dan mampu menjaga
hubungan para pihak, khususnya dalam perkara keluarga. Pola kedua adalah peran aktif
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mediator dalam mengarahkan komunikasi dan membangun kesepahaman antara pihak
yang bersengketa. Pola ketiga terlihat pada keberagaman hasil mediasi, di mana tidak
semua perkara berakhir damai, namun tetap memberikan ruang dialog yang konstruktif.
Bukti dari pola-pola tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan mediasi, hasil wawancara,
serta dokumen laporanyang menunjukkan tingkatkeberhasilan dan dinamika prosesnya.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tahkim dan mediasi berkembang sebagai
pendekatan penyelesaian sengketa yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada
perdamaian (Ma Chengfu, 2021).

Diskusi

Penelitian ini merangkum praktik ijtihad hakim, penggunaan fatwa, serta
penerapan tahkim dan mediasi dalam peradilan agama sebagai satu kesatuan yang
saling berkaitan. Hal ini penting karena ketiga aspek tersebut menunjukkan bagaimana
hukum Islam diimplementasikan secara dinamis dalam sistem peradilan modern. Fokus
penelitian diarahkan pada analisis putusan pengadilan, rujukan fatwa dalam
pertimbangan hukum, serta praktik penyelesaian sengketa secara damai. Bukti yang
ditemukan menunjukkan bahwa hakim tidak hanya bergantung pada hukum positif,
tetapi juga mengintegrasikan prinsip fikih, fatwa keagamaan, dan pendekatan mediasi
dalam menyelesaikan perkara. Ketiga temuan ini memperlihatkan adanya pola integratif
dalam praktik peradilan agama. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa
peradilan agama di Indonesia berkembang secara adaptif dengan menggabungkan
pendekatan normatif, substantif, dan solutif dalam penyelesaian sengketa (Syahputra &
Anshori, 2024).

Hubungan antara ijtihad hakim, penggunaan fatwa, serta penerapan tahkim dan
mediasi dalam peradilan agama menunjukkan keterkaitan yang saling menguatkan
dalam praktik penyelesaian sengketa. Hal ini terjadi karena kebutuhan akan sistem
hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial dan
nilai-nilai keislaman. ljtihad hakim diperlukan ketika hukum positif tidak cukup rindi,
sementara fatwa berfungsi memberikan legitimasi keagamaan atas pertimbangan
tersebut, dan tahkim serta mediasi menjadi sarana penyelesaian yang lebih efektif dan
damai. Bukti dari hubungan ini terlihat pada putusan pengadilan yang menggabungkan
rujukan hukum positif, fatwa, serta upaya mediasi sebelum adjudikasi. Keterkaitan ini
menunjukkan bahwa setiap unsur memiliki peran yang saling melengkapi dalam proses
peradilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa integrasi ketiga aspek tersebut
terjadi karena tuntutan untuk menghadirkan keadilan yang substantif, kontekstual, dan
berorientasi pada kemaslahatan (Syahputra & Anshori, 2024).

Hasil penelitian ini menunjukkan persamaan sekaligus perbedaan dengan
penelitian terdahulu dalam kajian peradilan agama. Persamaannya terletak pada
pengakuan bahwa ijtihad hakim, penggunaan fatwa, dan mediasi merupakan elemen
penting dalam penyelesaian sengketa berbasis hukum Islam. Hal ini sejalan dengan
penelitian sebelumnya yang menekankan peran hakim sebagai penafsir hukum serta
pentingnya fatwa sebagai rujukan normatif. Namun, perbedaannya terletak pada
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pendekatanintegratifyang digunakan dalam penelitian ini, yang tidak hanya mengkaji
ketiga aspek secara terpisah, tetapi melihat keterkaitan dan interaksinya dalam satu
kerangka analisis. Bukti dari perbedaan ini terlihat pada analisisyang menghubungkan
putusan hakim, rujukan fatwa, dan praktik mediasi secara simultan. Dengan demikian,
novelty penelitian ini terletak pada perspektif holistik yang menampilkan sinergi
antarunsur dalam membentuk praktik peradilan agama yang lebih komprehensif (Rusli
Halil Nasution, Sakban Lubis, 2024).

Hasil penelitian inimengandung makna bahwa peradilan agama di Indonesia tidak
sekadar menjalankan fungsi normatif, tetapi juga merefleksikan dinamika sosial, historis,
dan ideologis dalam praktik hukumnya. Hal ini terjadi karena perkembangan masyarakat
Muslim yang semakin kompleks menuntut sistem hukum yang mampu beradaptasi
tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariah. Secara sosial, integrasi ijtihad hakim, fatwa,
serta mediasi menunjukkan upaya menghadirkan keadilan yang lebih kontekstual dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Secara historis, praktik ini mencerminkan
evolusi peradilan agama dari sistem yang formalistik menuju pendekatan yang lebih
substantif. Sementara itu, secara ideologis, terdapat peneguhan bahwa hukum Islam
tetap menjadilandasan utama dalam kerangka negara hukum nasional. Bukti dari hal ini
terlihat pada putusan yang menggabungkan berbagai sumber hukum dan pendekatan
penyelesaian sengketa. Dengan demikian, makna utama penelitian ini adalah
terwujudnya peradilan agama yang adaptif, integratif, dan berorientasi pada
kemaslahatan (Juhariet al., 2025).

Hasil penelitian ini menunjukkan implikasi yang bersifat fungsional sekaligus
berpotensi disfungsional dalam praktik peradilan agama. Secara fungsional, integrasi
ijtihad hakim, penggunaan fatwa, serta tahkim dan mediasi memperkuat fleksibilitas
hukum dan memungkinkan tercapainya keadilan yang lebih substantif. Hal ini terjadi
karena hakim memiliki ruang untuk menyesuaikan putusan dengan konteks sosial dan
nilai-nilai keislaman, sementara mediasi membuka peluang penyelesaian yang damai.
Bukti dari fungsi tersebut terlihat pada putusan yang adaptif serta meningkatnya
penyelesaian sengketa melalui kesepakatan para pihak. Namun, secara disfungsional,
terdapat potensi inkonsistensi putusan akibat perbedaan interpretasi hakim dan
penggunaan fatwayangtidak seragam. Selain itu, keberhasilan mediasi juga bergantung
pada kualitas mediator dan itikad para pihak. Dengan demikian, implikasi penelitian ini
menunjukkan bahwa praktik peradilan agama memiliki kekuatan adaptif, tetapi tetap
memerlukan standardisasi untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum (Lestar,
2023).

Hasil penelitian ini menuntut adanya langkah kebijakan yang konkret untuk
memperkuat kualitas peradilan agama agar lebih konsisten dan adaptif. Hal ini penting
karena praktik ijtihad hakim, penggunaan fatwa, serta tahkim dan mediasi yang sudah
berjalan baik masih memerlukan penguatan sistem agar tidak menimbulkan perbedaan
yang terlalu luas dalam putusan. Rencana aksi yang dapat dilakukan antara lain
penyusunan pedoman ijtihad yang lebih terstandar, peningkatan kapasitas hakim melalui
pelatihan hukum ekonomi syariah dan mediasi, serta integrasi fatwa dalam bentuk
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kompilasi resmi yang mudah diakses. Bukti kebutuhan ini terlihat dari adanya variasi
pertimbangan hukum dalam putusan serta tingkat keberhasilan mediasi yang belum
merata.Selain itu, penguatan kelembagaan mediatorjuga menjadi bagian penting dalam
mendukung penyelesaian sengketa damai. Dengan demikian, kebijakan yang terarah
akan mampu meningkatkan kualitas, konsistensi, dan kepercayaan masyarakat terhadap
peradilanagama (Thamrin & Mujib, 2023).

KESIMPULAN

Temuan terpenting dari penelitian ini menunjukkanbahwa praktik peradilan agama
mengandung hikmah berupa pentingnya keseimbangan antara ketegasan norma dan
fleksibilitas penerapan hukum. Hal ini terjadi karena realitas sosial yang terus
berkembang menuntut hukum tidak hanya bersifat kaku, tetapi juga mampu
menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan nilai dasarnya.
Melalui ijtihad hakim, penggunaan fatwa, serta tahkim dan mediasi, terlihat bahwa
keadilan tidak selalu dicapai melalui pendekatan formal semata, melainkan melalui
pemahaman yang mendalamterhadap konteks perkara. Bukti dari hal ini tampak pada
putusan yang mengintegrasikan berbagai sumber hukum serta keberhasilan
penyelesaian sengketa secara damai. Pengalaman ini memberikan pelajaran bahwa
hukum yang hidup adalah hukum yang mampu berdialog dengan realitas. Dengan
demikian, hikmah utama penelitian ini adalah pentingnya pendekatan hukum yang
adaptif, integratif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Penelitian ini memiliki kekuatan utama pada kontribusinya dalam memperkaya
kajian keilmuan peradilan agama melalui integrasi berbagai aspek yang sebelumnya
cenderung dikaji secara terpisah. Hal ini penting karena penelitian ini tidak hanya
menghadirkan data empiris dari putusan pengadilan, tetapi juga menghubungkannya
dengan penggunaan fatwa dan praktik tahkim serta mediasi dalam satu kerangka
analisis.Kontribusiyang dihasilkan meliputipenambahanvariabel berupainteraksi antara
sumber hukum formal dan non-formal, penguatan konsep ijtihad kontekstual, serta
pendekatan integratif yang menggabungkan perspektif normatif dan sosiologis. Bukti
dari kekuatan ini terlihat pada kemampuan penelitian dalam menjelaskan hubungan
antarunsursecara komprehensif.Selainitu, penelitian ini juga membuka pertanyaan baru
terkait standardisasi ijtihad dan efektivitas mediasi di masa depan. Dengan demikian,
penelitian inimemberikan sumbangan signifikan dalam pengembanganteori dan praktik
hukum Islam di Indonesia.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang muncul sebagai konsekuensi
dari fokus dan ruang lingkup yang dibatasi. Hal ini terjadi karena penelitian hanya
menitikberatkan pada studi kasus tertentu, sehingga belum mencakup variasi praktik
peradilan agama di berbagai daerah yang mungkin memiliki karakteristik berbeda. Selain
itu, penggunaan data kualitatif yang dominan, seperti analisis putusan dan wawancara
terbatas, belum sepenuhnya mampu menggambarkan kecenderungan secara kuantitatif
dalam skala yang lebih luas. Bukti dari keterbatasan ini terlihat pada belum adanya
perbandingan sistematis antar putusan atau pengukuran tingkat keberhasilan mediasi
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secara statistik. Penelitian ini juga belum mendalami secara spesifik faktor eksternal
seperti kebijakan institusional atau latar belakang hakim yang dapat memengaruhi
ijtihad. Dengan demikian, penelitian selanjutnya perlu memperluas cakupan data,
menggunakan pendekatan campuran, serta menggali variabel tambahan agar
menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.
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